
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 7 ayat (2) Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jabatan 
Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, 
Pedoman Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi ditetapkan oleh Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang 
Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
selaku Instansi pembina mempunyai tugas menyusun 
pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b serta berdasarkan hasil validasi 
Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan 
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 

Mengingat 

Menimbang 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 
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REPUBLIK INDONESIA 
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TENT ANG 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional di Bidang Energi dan Sumber Daya 
Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 997); 
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA   
MINERAL TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI. 

 
KESATU : Menteri menetapkan Pedoman Perhitungan Kebutuhan 

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi. 
 
KEDUA  : Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 

Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

 
KETIGA :  Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 

Penyelidik Bumi digunakan sebagai acuan bagi Instansi 
Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam 
menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi. 

 
KEEMPAT :  Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral melakukan evaluasi terhadap metode perhitungan dan 
akurasi formula kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi setiap 1 (satu) tahun bersama dengan unit di lingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau 
instansi terkait dengan menyesuaikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi. 



·nan sesuai dengan aslinya 
I DAN SUMBER DAYA MINERAL 

~~P"a'l~~O HUKUM, 

Tembusan: 
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara 
4. Para Gubernur /Kepala Daerah Provinsi 
5. Para Sekretaris Kementerian/Lembaga 
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
8. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral 
9. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

BAHLIL LAHADALIA 

ttd. 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 3 Juni 2025 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

KEEN AM 

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: 
a. rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 

Bumi yang telah diterbitkan sebelum Keputusan Menteri 
ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku; 

b. pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi pada Instansi Pengguna yang saat ini masih dalam 
proses penerbitan rekomendasi, perhitungan kebutuhan 
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi disesuaikan dengan 
metode dan formula sebagaimana ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri ini; dan 

c. lnstansi Pengguna yang telah mendapatkan rekomendasi 
kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan akan 
melakukan pengusulan kembali, perhitungan kebutuhan 
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi menggunakan 
metode dan formula sebagaimana ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri ini dengan memperhitungkan hasil 
rekomendasi yang telah ditetapkan. 

KE LIMA 
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Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi tersebut tertuang dalam surat Nomor B/5952/M.SM.01.00/2024 
tanggal 9 Desember 2024 hal Validasi Pedoman Perhitungan Kebutuhan 
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi. 

Sebagai bentuk pembinaan dalam rangka pengembangan karier, 
peningkatan kinerja, dan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2023 ten tang Jabatan Fungsional 
di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan peraturan 
tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pimpinan 
instansi pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi perlu menetapkan 
pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi berkontribusi dalam pernbangunan 
Negara Republik Indonesia dan mendukung visi Asta Cita sebagai jabatan 
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak 
untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian. Data dan informasi 
yang dihasilkan oleh kegiatan penyelidikan kebumian dapat dijadikan 
sebagai salah satu dasar untuk perencanaan pengembangan suatu wilayah 
dengan memperhatikan potensi sumber daya geologi, risiko bencana 
geologi, keberagaman situs geologi dan aspek lingkungannya. Mengingat 
kondisi tersebut, keberadaan tenaga ahli kebumian yang dalam hal ini 
Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi dengan latar belakang keahlian dari 
berbagai ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk memberikan 
informasi dan rekomendasi agar pembangunan berjalan dengan 
memperhatikan aspek kebumian. Selain itu, mampu mendorong 
terwujudnya masyarakat Indonesia yang hidup dengan aman, nyaman dan 
sejahtera. 

A. Latar Belakang 

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 201. K/OT. 02/MEM. S/2025 
TANGGAL : 3 Juni 2025 
TENT ANG 
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL 
PENYELIDIK BUMI 
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Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan.: 
l. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian un tuk mend uduki jabatan pemerintahan. 

2. Jahatan Fungsional Penyelidik Bumi adalah jabatan yang mempunyai 
tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelidikan 
kebumian. 

3. Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang selanjutnya disebut 
Penyelidik Bumi adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup 
kegiatan penyelidikan kebumian. 

4. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh 
Penyelidik Bumi sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang .Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi. 

5. Behan Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang 
harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 

6. Analisis Behan Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara 
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas 
dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 

7. Kebutuhan .Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi adalah jumlah dan 
jenjang Jahatan Fungsional Penyelidik Bumi yang diperlukan dalam 
suatu satuan organisasi instansi pemerintah untuk mampu 
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang 

selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber 
daya mineral. 

10. Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah Instansi 
Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
sesuai kebutuhan untuk mendukung kinerja bidang penyelidikan 
kebumian. 

C. Pengertian 

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jahatan Fungsional Penyelidik Bumi 
bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah baik 
di tingkat pusat maupun daerah dalam: 
1. menetapkan kebutuhan pada setiap jenjang kebutuhan Jahatan 

Fungsional Penyelidik Bumi yang dihitung berdasarkan ruang lingkup 
bidang penyelidikan dan pengujian aspek keburnian, indikator yang 
telah ditetapkan, dan beban tugas organisasi yang terkait dengan 
bidang penyelidikan kebumian; dan 

2. melakukan perhitungan, pengusulan, dan penetapan kebutuhan serta 
pelaporan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi. 

B. Tujuan 
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Jenjang dan tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi: 
1. Penyelidik Bumi Ahli Pertama mempunyai tugas melaksanakan 

inventarisasi, identifikasi dan pengukuran aspek kebumian; 
2. Penyelidik Bumi Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan analisis 

aspek kebumian; 
3. Penyelidik Bumi Ahli Madya mempunyai tugas melaksanakan validasi, 

evaluasi, kornpilasi dan interpretasi aspek kebumian; dan 
4. Penyelidik Bumi Ahli Utama mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan rencana strategis, rekomendasi, pengembangan sistem, 
model, metode, dan teori, serta penyampaian keterangan ahli aspek 
kebumian. 

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi 
Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau 
Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di 
bidang penyelidikan kebumian. 

Ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi meliputi 
kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan penyelidikan dan/ a tau 
pengujian, pengolahan, penganalisaan, pengevaluasian data, pembuatan 
peta, penyusunan laporan penyelidikan, dan rekomendasi serta 
penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian. 

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis fungsional di bidang penyelidikan kebumian pada Instansi 
Pemerintah. 

D. Kedudukan, Tanggung Jawab, Ruang Lingkup Kegiatan, serta Jenjang 
dan Tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

11. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR 
adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan 
output dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

12. Kontribusi adalah perhitungan peran dari tiap jenjang Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi dalam menghasilkan Hasil Kerja. 

13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang energi dan sumber daya mineral. 
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Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi untuk setiap 
Instansi Pemerintah dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan 
diperinci setiap 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prinsip: 
1. Kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana 

diatur dalarn ketentuan peraturan perundang-undangan dengan 
uraian tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 

2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada Instansi 
Pemerintah dihitung berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Be ban 
Kerja; 

3. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi yang ditetapkan dalam peta jabatan Instansi 
Pemerintah; 

4. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
dilakukan apabila terdapat: 
a. pembentukan unit kerja baru; dan/atau 
b. perubahan volume Beban Kerja organisasi; dan 

5. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
digunakan sebagai dasar: 
a. penetapan formasi Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dalam 

peta jabatan Instansi Pemerintah; 
b. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 

dan/atau 
c. pembinaan karier Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi. 

F. Prinsip Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

Kualifikasi pendidikan yang menjadi syarat pengangkatan dalam Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi sebagai berikut: 
1. untuk Penyelidik Bumi Ahli Pertama dan Penyelidik Bumi Ahli Muda 

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik 
geologi, teknik geodesi, teknik geofisika, teknik kimia, teknik 
pertarnbangan, teknik perminyakan, teknik kelautan, teknik 
lingkungan, teknik fisika, geologi, geofisika, geografi, kimia, fisika, 
biologi, oseanografi atau teknik pengolahan migas atau teknik 
produksi migas, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas 
jabatan Penyelidik Bumi yang ditentukan oleh Instansi Pembina. 

2. untuk Penyelidik Bumi Ahli Madya dan Penyelidik Bumi Ahli Utama 
berijazah paling rendah Magister bidang teknik geologi, teknik geodesi, 
teknik geofisika, teknik kimia, teknik pertambangan, teknik 
perminyakan, teknik kelautan, teknik lingkungan, teknik fisika, 
geologi, geofisika, geografi, kimia, fisika, biologi, oseanografi, atau 
bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas jabatan Penyelidik 
Bumi yang ditentukan oleh Instansi Pembina. 

E. Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
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% Kontribusi jenjang jabatan (K) 
No. HASIL KERJA SKR 

Pertama Muda Madya Utama 

1. Perencanaan kegiatan 4,03 52% 29% 19% 0% 
penyelidikan dan/atau 
pengujian aspek 
kebumian 

2. Persiapan peralatan 3,42 30% 34% 30% 6% 
penyelidikan dan/atau 
pengujian penyelidikan 
aspek kebumian 

3. Pelaksanaan kegiatan 1,32 34% 39% 24% 3% 
penyelidikan dan/atau 
pengujian aspek 
kebumian 

4. Pengolahan, 0,82 33% 36% 26% 5% 
penganalisaan, dan 
pengevaluasian data 
hasil penyelidikan 
dan/atau pengujian 
aspek kebumian 

5. Pembuatan peta dan 1,75 17% 20% 52% 11% 
penyusunanlaporan 
penyelidikan aspek 
kebumian 

6. Penyebarluasan hasil 2,63 26% 26% 32% 16% 
penyelidikan dan/ atau 
pengujian aspek 
kebumian 

7. Pengembangan sistem, 1,25 0% 0% 0% 100% 
model, metode dan teori 
aspek kebumian 

8. Rekomendasi hasil 12,50 0% 0% 0% 100% 
penyelidikan aspek 
kebumian 

a. Nilai SKR dan nilai persentase kontribusi jenjang jabatan 
Penyelidik Bumi ditetapkan sebagai berikut: 

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dilaksanakan 
dengan tahapan: 
1. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi di 
Instansi Pemerintah di1aksanakan dengan ketentuan: 

G. Tahapan Perhitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi 
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24 Sutawesl Barat I 0 1 l I 1 I 1 I 1 0 I I 1 2 1 0 0 I 0 l I 19 0,86 
25 Sulawesi Tent1.illh I 0 2 1 2 2 I 2 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1 l l 1 27 1,23 
26 Sulawesi Teneura l 0 l 1 1 1 1 1 2 1 0 I I I J 1 1 0 I I I 1 llJ 0.91 
27 Sulawesi ~Iatan I 1 2 1 2 2 1 2 2 I 0 l I 1 2 2 0 0 I J 1 I 26 1,18 
28 Gorontalo l I 2 1 J 1 0 1 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 l 21 0,9S 
29 A<oh 1 1 2 1 2 2 I I 2 I 2 2 1 2 2 I 0 I I 1 I 1 29 1,32 
JO Sumate~ Ut¥. 1 1 2 J 1 2 1 1 2 I 2 2 2 2 2 2 0 0 I l 0 I "' 1,27 
31 Sumatera !brat 1 1 2 1 I 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 0 0 1 1 I l 28 1,27 
32 Riau 1 1 1 1 I 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 17 o,n 
33 Keoulauan Afau I 1 1 1 1 I 0 0 2 1 0 0 0 0 0 l 0 0 1 0 0 I 12 o.ss 
34 J1mbi 1 1 2 1 I 1 2 1 2 l 2 0 I 0 1 2 0 0 I 0 0 1 21 0,9S 
35 Sumateril Selilltan 1 1 1 1 I 1 2 1 2 1 l 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 21 0,9S 
36 Keoulauan ~neka Belitu,v 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 0,50 
37 6en11kulu 1 I 1 1 I 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 0 0 I 0 0 1 23 1,05 
38 Lamourw I J I I 2 2 J 1 2 I 2 2 2 2 I 1 0 0 1 0 0 I 25 1,14 
)9 Kalimant1n Vt1n 1 0 1 I 1 I l I 2 1 0 I 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 16 0,73 
40 Kalimantan Ba,,.t 1 0 1 1 2 2 I I I 1 0 0 0 0 0 2 0 0 l 0 0 l 15 0,68 •• K.alimantan TeNP:ah I 0 l l 2 1 2 0 l 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 14 0,64 
42 Kallmantan Se Iatan 1 0 2 1 2 2 2 I 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 18 0,82 
4J k.limantan Timu, I I 2 1 1 1 2 1 2 l 0 I 0 .I 1 2 1 0 1 I 0 1 22 1,00 .. ~uku I 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 I "' 0,91 
45 Mal uku Vt'ara 1 I 1 1 2 2 1 1 0 2 2 2 I 2 1 1 0 0 l 0 0 1 23 1,05 
46 Panua 83ral 1 1 I 1 1 1 I 1 2 1 0 2 1 2 2 1 0 0 I 0 0 1 21 0,95 
47 Paoua l 0 1 1 1 I l 0 2 1 0 2 2 1 2 1 0 0 I 0 0 1 19 0,86 
48 Panua Selatan 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 I 0 0 1 0 0 I 11 0.50 
49 Pilllualen•ah I 1 I 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 13 0,59 
50 PilDua Pe11unune.an 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 I 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9 Q,41 
SI Papua Baral Daya l 1 l J 0 0 0 1 2 1 0 0 I 1 2 1 0 0 l 0 0 1 15 0,68 

KETERANGAN: 

0: Tidak ada tugas fungsi 
1: Tugas Fungsi I Kompleksitas Kebumian Rendah 
2: Tugas Fungsi I Kompleksitas Kebumian Sedang 
3: Tugas Fungsi / Kompleksitas Kebumian Tinggi 
4: Tugas Fungsi I Kompleksitas Kebumian Sangat Tinggi 

1) jumlah dan jenis ilmu atau aspek kebumian; 

2) sebaran lokasi clan potensi sumber daya geologi dan 
lingkungan geologi; dan 

3) jumlah potensi dan lokasi bencana geologi; dan 
4) jumlah dan ragam layanan geologi. 
Bobot indikator masing-masing Instansi Pemerintah ditetapkan 
sebagai berikux: 

b. Dalam menentukan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi, didasarkan bobot indikator: 
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Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
pada Instansi Pembina melalui tahapan sebagai berikut: 

1) Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian 
mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi kepada Kepala Badan Geologi untuk 
mendapatkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi. 

2) Kepala Badan Geologi melakukan verifikasi usulan 
kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
sebagaimana dimaksud pada angka 1). 

2. Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

f. Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf e dikalikan bobot indikator masing-masing Instansi 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk setiap 
jenjangjabatan, dengan ketentuan: 

1) apabila hasil dari perhitungan jumlah kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi per jenjang jabatan diperoleh 
nilai di bawah 0,50, maka dihitung dalam pembulatan 
ke bawah; atau 

2) apabila hasil dari perhitungan jumlah kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi per jenjang jabatan diperoleh 
nilai di atas atau sama dengan 0,50, maka dihitung dalam 
pembulatan ke atas. 

Keterangan: 
L : Penjumlahan dari banyaknya kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional 

Penyelidik Bumi. 
V : Volume ataujumlah target keluaran dalam 1 (satu) tahun 
K : Persentase kontribusi setiap jenjang Penyelidik Bumi yang menggambarkan 

seberapa besar kontribusi setiap jenjang Penyelidik Bumi pada suatu sasaran 
kegiatan keluaran. 

SKR : Standar Kemampuan Rata-rata, menggambarkan kemampuan rata-rata 
Penyelidik Bumi untuk menghasilkan keluaran. 

c. Mengidentifikasi tugas dan kegiatan penyelidikan kebumian yang 
termasuk dalam kewenangan dan beban tugas organisasi sesuai 
dengan volume beban kerja Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
untuk setiap jenjang jabatan. 

d. Menghitung volume atau jumlah target keluaran untuk 1 (satu) 
tahun sesuai dengan rencana strategis di unit kerja dan 
dimasukkan pada formula perhitungan. 

e. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi per 
jenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan per 
kegiatan J abatan Fungsional Penyelidik Bumi dari masing­ 
masing uraian tugas sebagaimana rumus berikut: 

. (V x K per Jenjang) Jumlah kebutuhan per kegiatan = L SKR 
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c. Kelengkapan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b terdiri atas: 
1) Surat pengantar usulan kebutuhan Jabatan Fungsional 

Penyelidik Bumi sesuai format sebagai berikut: 

6) Pengusulan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada 
angka 5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

b. Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
pada Instansi Pengguna melalui tahapan sebagai berikut: 
1) Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pengguna 

mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal 
Kementerian. 

2) Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan usulan 
kebutuhan kepada Kepala Badan Geologi untuk melakukan 
verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi dari Instansi Pengguna. 

3) Kepala Badan Geologi melakukan verifikasi dan memberikan 
hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian. 

4) Sekretaris Jenderal Kementerian melakukan validasi hasil 
verifikasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
dan menyampaikan rekomendasi kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi kepada Instansi Pengguna. 

5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4), 
digunakan sebagai usulan kebutuhan PNS Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi. 

5) Menteri menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud pada 
angka 4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara 
untuk mendapatkan penetapan. 

3) Kepala Badan Geologi memberikan rekomendasi atas hasil 
verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian. 

4) Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan hasil 
verifikasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
kepada Menteri. 
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Nama Pejabat 

(ttd) 

Pimpinan Tinggi Madya di 
lingkungan Kementerian, 

.. . . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. alinea penutup . 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
201.K/OT.02/MEM.S/2025 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi di lingkungan .... 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen antara lain: 
1. Formulir Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 
2. Struktur organisasi dan tata kerja; 
3. Rencana strategis organisasi; 
4. Peta jabatan; 
5. Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 
6. Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun; dan 
7. Dokumen pendukung lainnya . 

Yang terhormat, 
Kepala Sadan Geologi 
di 
tempat 

Usulan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi 
di Lingkungan ... 

Tangga/, Bulan dan Tahun Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

KOP SURAT 

a) Format Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi pada Instansi Pembina 

- 12 - 



Nama Pejabat 

(ttd) 

Pejabat yang Berwenang pada 
lnstansi Pengguna, 

... .. alinea penutup . 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
201.K/OT.02/MEM.S/2025 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi di lingkungan .... 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen antara lain: 
1. Formulir Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 
2. Struktur organisasi dan tata kerja; 
3. Rencana strategis organisasi; 
4. Peta jabatan; 
5. Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 
6. Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun; dan 
7. Dokumen pendukung lainnya . 

Yang terhormat, 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM 
di tempat 

Usulan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi 
di Lingkungan ... 

Tanggal, Bulan dan Tahun Nomor 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

KOP SURAT 

b) Format Surat Pengantar Usulan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi pada Instansi Pengguna 
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Volume 
Hasil Kontribusi Kebutuhan No. Hasil Kerja Kerja SKR Jenjang 

(K) (xK) 
I vi·i SKR 

1. Perencanaan ... 4,03 Ahli 52% ... (K1) 
kegiatan Pertama 
penyelidikan Ahli 29% ... (K:i) 
dan/atau pengujian Muda 
aspek kebumian Ahli 19% ... (K1) 

Mad ya 
Ahli 0% ... (K.i) 

Utama 
2. Persiapan peralatan ... 3,42 Ahli 30% ... (Ks) 

penyelidikan Pertama 
dan/ atau pengujian Ahli 34% ... (I«;) 
penyelidikan aspek Muda 
kebumian Ahli 30% ... (K1) 

Madva 
Ahli 6% ... (I{g) 

Utama 
3. Pelaksanaan . .. 1,32 Ahli 34% ... (Kg) 

kegiatan Pertama 
penyelidikan Ahli 39% ... (K10) 
dan/atau pengujian Muda 
aspek kebumian Ahli 24% ... (K11) 

Madva 
Ahli 3% ... (Ku) 

Utama 
4. Pengolahan, . .. 0,82 Ahli 33% ... (K13) 

penganalisaan dan Pertama 
pengevaluasian data 

Ahli 36% ... (Ki,!) hasil penyelidikan 
dan/ atau pengujian Mud a 
aspek kebumian Ahli 26% ... (K1s) 

Madya 
Ahli 5% ... (K16) 

Utama 
5. Pembuatan peta dan ... 1,75 Ahli 17% ... (K11) 

penyusunanlaporan Pertama 
penyelidikan aspek Ahli 20% ... (K1s) 
kebumian Mud a 

Ahli 52% ... (K19) 
Madva 

Ahli 11% ... (K.20) 
Utama 

6. Penyebarluasan ... 2,63 Ahli 26% ... (K2t) 
basil penyelidikan Pertama 
dan/atau pengujian Ahli 26% ... (K22) 
aspek kebumian Muda 

Ahli 32% ... (K23) 
Madva 

Ahli 16% ... (K24) 
Utama 

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

PADA ... (DIISI UNIT ORGANISASI/INSTANSI PEMERINTAH) 

2) Formulir Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi sesuai format sebagai berikut: 
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Keterangan: 
'l Volume Hasil Kerja (V) diisi jumlah kegiatan keluaran untuk 1 (satu) tahun sesuai 

dengan rencana strategis di unit kerja. 
··, Bo bot lndikator (I) diisi nilai indikator rnasing-masing Instansi Pemerintah sebagairnana 

pada huruf G angka 1 huruf b. 

Bo bot Jumlah 
.Jumlah Kebutuhan Rekomendasi Jenjang (IK) Indikator (IR) Pembulatan 

(l)**l 

Ahli Pertama :EK pertama = ... (r.R pertama = K1 + K5 + K9 + K13 + .EK pertama x 1) ... 
K11 + K21 + K2s + K29 

Ahli Muda LK muda = ... (LR muda = K2 + Ks + K10 + K14 + .EK muda x 1)) ... 
K1s + K22 + K26 + K30 

Ahli Madya r.K madya = ... 
... (tR madya = Ks + K1 + K11 + K1s + 1X mad.ya x 1)) ... 

K19 + K23 + K21 + K31 
Ahli Utama tK utama= ... (tR uta.ma = .K,i + Ks + K12 + K16 + EK utama x 1)) ... 

K20 + K24 + K2s + K32 
Total Rekomendasi ... 

Total Rekomendasi yang diperoleh sebagai berikut: 

Volume 
Hasil Kontribusi Kebutuhan 

No. Hasil Kerja Kerja SKR Jenjang (K) (xK) 
(\I)') 

SKR 

7. Pengembangan . .. 1,25 Ahli 0% ... (K2s) 
sistem, model, Pertama 
metode dan teori Ahli 0% ... (K26) 
aspek kebumian Muda 

Ahli 0% ... (Kn) 
Mad ya 
Ahli 100% ... (K2s) 

Utama 
8. Rekomendasi basil ... 12,50 Ahli 0% ... (K29) 

penyelidikan aspek Pertama 
kebumian Ahli 0% ... (Kao) 

Muda 
Ahli 0% ... (K3i) 

Madva 
Ahli 100% ... (KJ2) 

Utama 
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3) Rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi sesuai format sebagai berikut: 

 
REKAPITULASI KEBUTUHAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

 
Nama Unit Organisasi/Instansi*): 
 

No Jenjang Jabatan 

Bezetting 
Jabatan 

Fungsional 
Penyelidik 

Bumi 

Hasil 

Perhitungan 
Kebutuhan 

Lowongan 
Kebutuhan 

Unit Kerja 
Penempatan 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (4) (6) 

1. Ahli Pertama    
  

2. Ahli Muda    
  

3. Ahli Madya    
  

4. Ahli Utama    
  

Jumlah    
  

 

Keterangan: 
a) Kolom (1), diisi nomor urut; 

b) Kolom (2), diisi jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 

c) Kolom (3), diisi jumlah pegawai yang saat ini menduduki jenjang jabatan tersebut 

ditambah dengan CPNS Formasi Tahun Anggaran berjalan;  
d) Kolom (4), diisi hasil perhitungan kebutuhan berdasarkan formulir perhitungan kebutuhan 

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 

e) Kolom (5), diisi hasil pengurangan antara Bezetting Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

dengan hasil perhitungan kebutuhan (Kolom 3 – Kolom 4), menghasilkan kelebihan (selisih 

+), kekurangan (selisih -), atau sesuai (0); 

f) Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat unit kerja yang dipimpin oleh Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama). 

 

*) Pilih salah satu 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



1,1£N1£RI 

JPTMADYA 

Kela, Jabatan 

I 
JPTPRATAMA JPTPRATAMA JPTPRATAMA 

Kela, Jabatan Ke las Jabatan KelasJabotan I 

Jabatan Fungsional K B p Jabatan Fungsional K B p Jabatan Fungslonal K B p 

Penwlidik Bumi Ahli utama Penyehrl1k Bum, Ahli utama Penyelirl1k Bumi Ahli utama 
l'l!~lidik Bumi Ahli Madv• Penvelidik Bumi Ahli Madva Penvelidik Bumi Ahli Madva 
"'"""lidik Bum, Ahh Mud• Penyehd,k Bum, Ahl, Muda Penyelidlk Bumi Ahh Muda 
Ptnyeltdok Bumi Ahh Pertama Penyehd1k Bum, Ahh Pertama Penyelirlik 8umi Ahli Pertama 

a) Peta Jabatan pada Instansi Pembina 

PETA J ABATAN KEBUTUHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

INSTANSI.. .. 
TAHUN ..... 

5) Konsep peta jabatan sesuai format sebagai berikut: 

Keterangan: 
a) Kolom (1), diisi nomor urut; 
b) Kolom (2), diisi jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 
c) Kolom (3), diisi lowongan kebutuhan berdasarkan rekapitulasi kebutuhan Jabatan 

Fungsional Penyelidik Bumi; 
d) Kolom (4), diisi jumlah pegawai yang akan pensiun pada tahun berjalan; 
e) Kolom (5), diisi hasil pengurangan lowongan kebutuhan dengan Jumlah yang akan Pensiun 

(Kolom 3 - Kolom 4) menghasilkan kelebihan (selisih +), kekurangan (selisih -), atau sesuai 
(0); 

f) Kolom (6), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat unit kerja yang dipimpin oleh Jabatan 
Pimp in an Tinggi Pratama); 

g) Keterangan X adalah angka tahun berjalan, contoh: X+ 1 adalah angka tahun berjalan 
ditambah dengan 1 tahun berikutnya, dst. 

No. Jenjang Jabatan Lowongan Jumlah Yang Akan Pensiun Lowongan Kebutuhan Unit Kerja 
Kebutuhan x x-i X+2 X+3 X+4 x X+l X+2 X+3 X+4 Penempatan 

(1) (2) (3) (4) (5) • (3) - (4) (6) 

1. Ahli Pertama 
2. Ahli Muda 

3. Ahli Madya 

4. Ahli Utama 

Total 

PROYEKSIKEBUTUHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

4) Proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai format sebagai 
berikut: 
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kegiatan 
la po ran, 

Struktur organisasi dan tata kerja; 
Rencana strategis organisasi; dan 
Dokumen pend ukung lainnya hasil pelaksanaan 
terkait penyelidikan kebumian (contoh: peta, 
rekapitulasi kegiatan, juknis/SOP, dan lain-lain). 

6) 
7) 
8) 

K : Kelas J abatan 
B : Kondisi Saat Ini (Bezetting) 
P : Hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

(Analisis Beban Kerja) 

Keterangan: 
Peta Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada Instansi Pengguna didasarkan pada analisis 
tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, serta 
disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT / Adrninistrator/Pengawas dengan 
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi. 

KlPAIA INSTANSI/GUIIERNU!l 

lPTt.MOVA 
Kela, Jabatan 

I 
JPTPRATAMA I JPTPRATAIIIA JPTPRATAMA 
Kelaslabatan KelasJabatan Kelu Jabatan 

JABATAN ADMINISTRASI JABATAN AOMNISlRASI JABATAN ADMINISTRASI 
Kelas Jabatan Kelas Jabatan Kelas Jobalan 

Jabatan fun..ional K B p Jabatan Fungslonal K B p Jabatan FunRS1onal K B p 

Pemelldik Bumi Ahli Utama Penvelid1k Bumi Ahll Utama Penvehdi k Bum, Ahli Utama 
Penvelidik Bumi Ahli Madva Penvelidik Bumi Ahli M>ttva PenvehdikBuml Ahli M>rNa 
Pe,,.elidik Bumi Ahli Muda Penvelidik Bumi Ahli Muda Penvelidik Bumi Ahli Muda 
Penvelidik Bumi Ahli Pertama Penvehd1k Bumi Ahli Pertama Penvelidik Bum, Ahli P•rtama 

b) Peta Jabatan pada Instansi Pengguna 

K : Kelas J abatan 
B : Kondisi Saat Ini (Bezettin9) 
P : Hasil perhitungan kebutuhan .Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

[Analisis Beban Kerja) 

Keterangan: 
Peta .Jabatan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada Instansi Pembina didasarkan pada 
analisis tugas dan fungsi organisasi/unit kerja, analisis jabatan, dan analisis be ban kerja, serta 
disesuaikan dengan kebijakan pola hubungan kerja JPT / Administrator/Pengawas dengan 
Penyelidik Bumi. 
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d. Tahapan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi: 

 
1) Alur pengusulan pada Instansi Pembina dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Pejabat Pimpinan 

Tinggi Madya 

KESDM

Kepala Badan 

Geologi, KESDM

Sekretaris 

Jenderal KESDM
Kemen PANRB

1 Menyampaikan usulan 

kebutuhan Jabatan 

Fungsional Penyelidik Bumi 

beserta kelengkapan usulan

1. Surat pengantar 

usulan

2. Kelengkapan dokumen

2 Memeriksa kelengkapan 

usulan kebutuhan dan 

melakukan verifikasi dan 

validasi usulan melalui Tim 

Verifikasi dan Validasi Usulan 

Kebutuhan Jabatan 

Fungsional Penyelidik Bumi 

dan menyampaikan hasilnya 

berupa rekomendasi 

kebutuhan kepada Sekjen 

KESDM

Surat hasil verifikasi dan 

validasi usulan 

kebutuhan Jabatan 

Fungsional Penyelidik 

Bumi

3 Menyampaikan usulan hasil 

perhitungan kepada 

KemenPANRB untuk 

memperoleh persetujuan 

penetapan kebutuhan

Surat usulan persetujuan 

penetapan ke 

KemenPANRB

4 Menerbitkan surat 

persetujuan penetapan 

kebutuhan Jabatan 

Fungsional Penyelidik Bumi 

sebagai dasar penyusunan 

formasi kebutuhan

Surat persetujuan 

penetapan kebutuhan 

Jabatan Fungsional 

Penyelidik Bumi

No Aktivitas

Pelaksana

Output

YaTidak



Surat persetujuan 
penetapan kebutuhan 
Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi 

I. Surat penganlar hasil 
rekomendasi kebutuhan 
Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi 
2. Untuk unit KESDM, 
Sekjen KESDM 
menyampaikan usu! 
persetujuan ke 
KemenPANRB 

Surat rekomendasi 
kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik 
Bumi 

Surat basil verifikasi dan 
validasi usulan 
kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik 
Bumi 

l. Surat pengantar 
permohonan verifikasi 
dan validasi usulan 
kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik 
Bumi 
2. Lampiran: Surat 
usulan instansi 
pengguna dan 
kelen ka dokumen 

1. Surat pengantar 
usulan 
2. Kelengkapan dokumen 

Tidak 

6 Menerbitkan surat 
persetujuan penetapan 
kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi 
sebagai dasar penyusunan 
formasi kebutuhan 

Kernen PANRB 

Ya 

Sekretaris Kepala Badan 
Jenderal KESDM Geolo . KESDM 

lnstansi 
Pen una 

Output 
Pelaksana 

No Aktivitas 

Menyampaikan usulan 
kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi 
beserta kelengkapan usulan 
kepada Menteri ESDM 
melalui Sekjen KESDM 

2 Memeriksa kelengkapan 
usulan kebutuhan dan 
menyampaikan permohonan 
verifikasi dan validasi usulan 
Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi kepada 
Kepala Badan Geologi, 
KESDM 

3 Melakukan verifikasi dan 
validasi usulan melalui Tim 
Verifikasi dan Validasi Usulan 
Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi 
dan menyampaikan hasilnya 
berupa rekomendasi 
kebutuhan kepada Sek:jen 
KESDM 

4 Menyampaikan hasil 
rekomendasi kebutuhan 

5 Menyampaikan hasil 
rekomendasi kepada 
KemenPANRB untuk 
memperoleb penetapan 
kebutuhan 

dapat Pengguna Alur pengusulan pada Instansi 
digambarkan sebagai berikut: 
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Volume 
Hasil Kontribusi Kebutuhan No. Hasil Kerja Kerja SKR Jenjang (K) (xK) 

(V) SKR 

1. Perencanaan 20 4,03 Ahli 52% 2,56 
kegiatan Pertama 
penyelidikan Ahli 29% 1,44 
dan/atau Mud a 
pengujian aspek Ahli 19% 0,96 
kebumian Madva 

Ahli 0% 0,00 
Utama 

2. Persiapan 30 3,42 Ahli 30% 2,64 
peralatan Pertama 
penyelidikan Ahli 34% 3,00 
dan/atau Muda 
pengujian Ahli 30% 2,64 
penyelidikan Madva 
aspek kebumian Ahli 6% 0,48 

Utama 
3. Pelaksanaan 30 1,32 Ahli 34% 7,80 

kegiatan Pertama 
pen yelidikan Ahli 39% 9,00 
dan/atau Muda 
pengujian aspek Ahli 24% 5,40 
kebumian Madva 

Ahli 3% 0,60 
Utama 

4. Pengolahan, 30 0,82 Ahli 33% 12,00 
penganalisaan, Pertama 
dan Ahli 36% 13,20 pengeval uasian 
data hasil Mud a 
penyelidikan Ahli 26% 9,60 
dan/atau Mad ya 
pengujian aspek 
kebumian Ahli 5% 1,80 

Utama 

5. Pembuatan peta 10 1,75 Ahli 17% 1,00 
dan Pertama 
penyusunan Ahli 20% 1, 12 
la po ran Muda 
penyelidikan Ahli 52% 3,00 
aspek kebumian Mad ya 

Ahli 11% 0,60 
Utama 

CONTOH PENGISIAN 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

PADA PUSAT SURVEI GEOLOGI 

1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada Instansi 
Pembina (Contoh Pusat Survei Geologi) 

CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI PADA INSTANSI PEMBINA 

e. Untuk mempermudah implementasi, contoh perhitungan 
kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi sebagai berikut: 
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Selanjutnya, hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi dituangkan dalam Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi sebagai berikut: 

.Jenianz Pembulatan 
Ahli Pertama 56 

Kebutuhan Ahli Muda 58 
Per Jenjang Ahli Madya 46 

Ahli Utama 10 
Jumlah Rekomendasi 170 

Sesuai dengan perhitungan kebutuhan di atas, diperoleh bahwa 
Penyelidik Bumi pada Pusat Survei Geologi memiliki total jumlah 
kebutuhan 170 (seratus tujuh puluh) orang Penyelidik Bumi, dengan 
kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut: 

Jumlah Kebutuhan Bo bot Jumlah 
Jenjang 

(EK) 
Indikator Rekomendasi Pembulatan 

(II (ER) 
Ahli Pertama 27,20 55,76 56 
Ahli Muda 28,36 2,05 58,14 58 
Ahli Madya 22,32 45,76 46 
Ahli Utama 4,72 9,68 10 

Total Rekomendasi yang diperoleh sebagai berikut: 

Volume 
Hasil Kontribusi Kebutuhan 

No. Hasil Kerja Kerja SKR Jenjang (K) (xK) 
(V) 

SKR 

6. Penyebarluasan 6 2,63 Ahli 26% 0,60 
hasil Pertama 
penyelidikan Ahli 26% 0,60 
dan/atau Muda 
penguj ian aspek Ahli 32% 0,72 
kebumian Madva 

Ahli 16% 0,36 
Utarna 

7. Pengernbangan 1 1,25 Ahli 0% 0 
sistem, model, Pertama 
metode dan teori Ahli 0% 0 
aspek kebumian Mud a 

Ahli 0% 0 
Mad ya 

Ahli 100% 0,8 
Utarna 

8. Rekomendasi 1 12,50 Ahli 0% 0 
hasil Pertarna 
penyelidikan Ahli 0% 0 
aspek kebumian Muda 

Ahli 0% 0 
Mad ya 

Ahli 100% 0,08 
Utama 
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b. Proyeksi lowongan kebutuhan Penyelidik Bumi Ahli Muda: 
Tahun 2024: -9 - 1 = -10 (kekurangan 10 pegawai); 
Tahun 2025: -10- 1 = -11 (kekurangan 11 pegawai); 
Tahun 2026: -11 - 2 = -13 (kekurangan 13 pegawai); 
Tahun 2027: -13 - 0 = -13 (kekurangan 13 pegawai); 
Tahun 2028: -13 - 0 = -13 {kekurangan 13 pegawai); 

a. Proyeksi lowongan kebutuhan Penyelidik Bumi Ahli Pertama: 
Tah un 2024: -9 - 0 = -9 (kekurangan 9 pegawai); 
Tahun 2025: -9 - 0 = -9 (kekurangan 9 pegawai); 
Tahun 2026: -9 - 0 = -9 (kekurangan 9 pegawai); 
Tahun 2027: -9 - 0 = -9 (kekurangan 9 pegawai); 
Tahun 2028: -9 - 0 = -9 (kekurangan 9 pegawai); 

Catatan: diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan/rekrutmen 

No.. Jenj-a; Jab•tan LoW'On.pn ..1umlah yang Akan Penalun Proyeksi Lowon.pn Kebutuhan Unit Kei;j• 
Kebutuhan 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028 Pen em pa tan 

I. Ahli Pertama .9 0 0 0 0 0 -9 .9 -9 -9 -9 Pueat 
2, Ahli Muda -9 1 1 2 0 0 -10 • 1 l -13 -13 -13 Survei 
3. Ahli Madva -7 1 I 0 2 l -s -9 -9 -11 ·12 Goologi 
4. Ahli Utama -2 0 I 0 0 l ·2 -3 ·3 ·3 -4 

Tot.al -29 2 4 2 4 6 

Con toh Pengisian 
Proyeksi Kebutuhan Selama 5 (lima) Tahun 

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada Pusat Survei Geologi 
Tahun 2024 s.d. 2028 

Kemudian dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan selama 5 (lima) 
tahun dengan pengurangan hasil kebutuhan dengan jumlah yang akan 
pensiun sebagai berikut: 

Kolom 5 merupakan hasil pengurangan dari bezettingJabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi saat ini dengan hasil perhitungan kebutuhan (Kolom 3 - 
Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0). 
Dengan demikian terdapat kekurangan 9 Penyelidik Bumi Ahli Pertama, 9 
Penyelidik Bumi Ahli Muda, 7 Penyelidik Bumi Ahli Madya, dan 2 
Penyelidik Bumi Ahli Utama. 

Bezetting 

Jenjang Jabatan Hasil Lowongan Unit Kerja No Fungsional Perhitungan Jabatan Penyelidik Kebutuhan Kebutuhan Penempatan 
Bumi saat ini 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (4) (6) 
1. Ahli Pertama 47 56 -9 
2. Ahli Muda 49 58 -9 Pusat Survei 
3. Ahli Madva 39 46 -7 Geologi 
4. Ahli Utama 8 10 -2 

Jumlah 143 170 29 

Contoh Pengisian 
Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

pada Pusat Survei Geologi 
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Volume 
Hasil Kontribusi Kebutuhan No. Hasil Kerja Kerja SKR Jenjang (K) (xK) 

( Vl SKR 

1. Perencanaan 4 4,03 Ahli 52% 0,51 
kegiatan Pertama 
penyelidikan Ahli 29% 0,29 
dan/atau Muda 
pengujian aspek Ahli 19% 0,19 
kebumian Madva 

Ahli 0% 0,00 
Utarna 

2. Persiapan 1 3,42 Ahli 30% 0,09 
peralatan Pertama 
penyelidikan Ahli 34% 0,10 
dan/atau Muda 

CONTOH PENGISIAN 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

PADA PEMERlNTAH PROVINS! LAMPUNG 

2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada Instansi 
Pengguna (Contoh Pemerintah Provinsi Lampung) 

MENTER I 

KEPALA BADAN GEOLOGI 
Kelas Jabatan 

JPTPRATAMAA JPT PRATA.MAB KEPALA PUSATSURVEI GEOLOGI 
Kelas Jabatan Kelas Jabatan kelas Jabatan 

Jabatan Fune.sional K B p Jabatan Fun<!<ional K B p Jabatan Fun~sional k B p 
JF PB Ahli Utama JF PB Ahli Utama JF PB Ahli Utama 13 8 10 
JF PB Ahli Madva JF PB Ahli Madya JF PB Ahll Madva 11 39 47 
JF PS Ahli Muda JF PB Ahll Muda JF PB Ahli Muda 9 49 59 
JF PS Ahli Pertama JF PB Ahli Pertama JF PB Ahll Pertama 8 47 56 

Contoh 
Peta Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

pada Pusat Survei Geologi 

Kemudian basil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi dituangkan dalam peta jabatan Pusat Survei Geologi, sebagai berilrut 

d. Proyeksi lowongan kebutuhan Penyelidik Bumi Ahli Utama: 
Tahun 2024: -2 - 0 = -2 (kekurangan 2 pegawai); 
Tahun 2025: -2 - 1 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2026: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2027: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2028: -3 - 1 = -4 (kekurangan 4 pegawai); 

c. Proyeksi lowongan kebutuhan Penyelidik Bumi Ahli Madya: 
Tahun 2024: -7 - 1 = -8 (kekurangan 8 pegawai); 
Tahun 2025: -8 - 1 = -9 (kekurangan 9 pegawai); 
Tahun 2026: -9 - 0 = -9 (kekurangan 9 pegawai); 
Tahun 2027: -9 - 2 = -11 (kekurangan 11 pegawai); 
Tahun 2028: -11 - 1 = -12 (kekurangan 12 pegawai); 
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Volume 
Hasil Kontribusi Kebutuhan No. Hasil Kerja Kerja SKR Jenjang (K) (xK) 

( VI SKR 

pengujian Ahli 30% 0,09 
penyelidikan Madva 
aspek kebumian Ahli 6% 0,02 

Utama 
3. Pelaksanaan 4 1,32 Ahli 34% 1,04 

kegiatan Pertama 
penyelidikan Ahli 39% 1,20 
dan/atau Muda 
pengujian aspek Ahli 24% 0,72 
kebumian Madva 

Ahli 3% 0,08 
Utama 

4. Pengolahan, 4 0,82 Ahli 33% 1,60 
penganaJisaan Pertama 
dan 
pengeval uasian Ahli 36% 1,76 
data hasil Mud a 
penyelidikan Ahli 26% 1,28 dan/atau Mad ya pengujian aspek 
kebumian Ahli 5% 0,24 

Utama 
5. Pembuatan peta 1 1,75 Ahli 17% 0,10 

dan penyusunan Pertama 
laporan Ahli 20% 0,11 
penyelidikan Muda 
aspek kebumian Ahli 52% 0,30 

Madva 
Ahli 11% 0,06 

Utama 
6. Pen ye barluasan 0 2,63 Ahli 26% 0 

hasil Pertama 
penyelidikan Ahli 26% 0 
dan/atau Mud a 
pengujian aspek Ahli 32% 0 
kebumian Madva 

Ahli 16% 0 
Utama 

7. Pengembangan 0 1,25 Ahli 0% 0 
sistem, model, Pertama 
metode dan teori Ahli 0% 0 
aspek kebumian Mud a 

Ahli 0% 0 
Mad ya 
Ahli 100% 0 

Utama 
8. Rekornendasi 0 12,50 Ahli 0% 0 

hasil Pertama 
penyelidikan Ahli 0% 0 
aspek kebumian Mud a 

Ahli 0% 0 
Madva 

Ahli 100% 0 
Utama 

- 25 - 



Kemudian dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan selama 5 (lima) 
tahun dengan pengurangan basil kebutuhan dengan jumlah yang akan 
pensiun sebagai berikut: 

Kolom 5 merupakan hasil pengurangan dari bezettinq Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi saat ini dengan hasil perhitungan kebutuhan (Kolom 3 - 
Kolom 4) menghasilkan kelebihan (+), kekurangan (-) atau sesuai (0). 
Dengan demikian terdapat kekurangan 3 Penyelidik Bumi Ahli Pertama, 
1 Penyelidik Bumi Ahli Muda dan 1 Penyelidik Bumi Ahli Madya. 

Bezettinq Jabatan Hasil 
No Jenjang Fungsional Perhitungan Lowongan Unit Kerja 

Jabatan Penyelidik Bumi Kebutuhan Pen em pa tan 
saatini Kebutuhan 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) - (4) (6) 
1. ahli pertama 1 4 -3 Dinas ESDM 2. ahli muda 3 4 -1 
3. ahli madva 2 3 -1 Provinsi 
4. ahli utarna 0 0 0 Lampung 

Jumlah 6 11 -5 

Contoh Pengisian 
Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

pada Provinsi Lampung 

Selanjutnya, basil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi dituangkan dalam Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional 
Penyelidik Bumi se bagai beriku t: 

.Jenianz Pembulatan 
Ahli Pertama 4 

Kebutuhan Ahli Muda 4 
Per Jenjang Ahli Madva 3 

Ahli Utama 0 
Jumlah Rekomendasi 11 

Sesuai dengan perhitungan kebutuhan di atas, diperoleh bahwa Penyelidik 
Bumi pada Provinsi Lampung memiliki total jumlah kebutuhan 16 (enam 
belas) orang Penyelidik Bumi, dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai 
berikut: 

Jumlah Bo bot Jumlah 
Jenjang Kebutuhan Indikator Rekomendasi Pembulatan 

(L'K) (1) (£.R) 
Ahli Pertama 3,34 3,81 4 
Ahli Muda 3.46 1,14 3,94 4 
Ahli Madva 2.58 2.94 3 
Ahli Utama 0.40 0.46 0 

Total Rekomendasi yang diperoleh sebagai berikut: 
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GUIERHUR I 

Keoala Omas ESOM ProviMI l.a""'U"" 
Ke las Jabatan 

Kibid Geoloe d.11 Pertambanran JABATAN ADMINISTRASI JABATAN AOMINISIRASl 
Kelas Jabatan:12 KelasJabatan Kelas Jal>atan 

Jabatln Fungsional K B p Jal>atan Funisional K B p Jabatan fururaonal K B p 
PenvelidiUumiAhli Utama 13 0 0 JF PB Ahli Utama lf PB Ahli Utama 
Pt~lldiUum, Ahli M>dva 11 2 3 JF PB Ahli Madya JF PB Ahli Madlia 
Penwlldlk Bumi Ahli Muda 9 3 4 JF PBAhll ~da JF PB Ahli Muda 
Penyelidik Bumi Ahli Pertama 8 I 4 Jf PB Ahli Pertama ~f P8Ahll Pertama 

Contoh 
Peta Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 

pada Provinsi Lampung 

Kemudian hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi dituangkan dalam peta jabatan Pemerintah Provinsi Lampung, 
sebagai beriku t: 

c. Proyeksi lowongan kebutuhan Penyelidik Bumi Ahli Madya: 
Tahun 2024: -1 - 0 = -1 (kekurangan 1 pegawai); 
Tahun 2025: -1 - 0 = -1 (kekurangan 1 pegawai); 
Tahun 2026: -1 - 1 = -2 (kekurangan 2 pegawai); 
Tahun 2027: -2 - 0 = -2 (kekurangan 2 pegawai); 
Tahun 2028: -2 - 1 = -3 (kekurangan 3 pegawai). 

b. Proyeksi lowongan kebutuhan Penyelidik Bumi Ahli Muda: 
Tahun 2024: -1 - 0 = -1 (kekurangan 1 pegawai); 
Tahun 2025: -1 - 0 = -1 (kekurangan 1 pegawai); 
Tahun 2026: -1 - 2 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2027: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2028: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 

a. Proyeksi lowongan kebutuhan Penyelidik Bumi Ahli Pertama: 
Tahun 2024: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2025: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2026: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2027: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 
Tahun 2028: -3 - 0 = -3 (kekurangan 3 pegawai); 

Catatan: diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan/rekrutmen. 

!fo. Jenjang Jahatan Lowonga.n Jumlah yang Akan Penslun Proyeksi Lowongan Kebutuhan Unit Kerja 
Kebutuhan 2024 2025 2026 2027 2028 2024 2025 2026 2027 2028 Penempatan 

I. Ahli Pertama -3 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 Din as 
2. Ahli Muda -1 0 0 2 0 0 -1 -1 -3 -3 -3 ESDM 
3. Ahli Madva -1 0 0 1 0 1 -1 -1 -2 ·2 -3 Provinsi 
4. Ahli Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lampung 

Total 5 0 0 2 4 6 

Con toh Pengisian 
Proyeksi Kebutuhan Selama 5 (lima) Tahun 

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi pada Provinsi Lampung 
Tahun 2024 s.d 2028 
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Nama Pejabat 

(tanda tangan) 

Pejabat yang Berwenang pada 
Instansi Pengguna, 

......................................... alinea penuiup . 

Berdasarkan surat Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor tanggal. hal 
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi di Lingkungan . 
(nama instansi), bersama ini kami sampaikan basil penetapan kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi di Lingkungan ..... (nama instansi), sebagaimana 
terlampir. 

Yang terhormat, 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM 
di tempat 

: Pelaporan Penetapan Kebutuhan 
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
di Lingku ngan ... 

Norn or 
Sifat 
Lampi ran 
Hal 

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun 

KOP SURAT INSTANSI 

FORMAT SURAT PELAPORAN PENETAPAN KEBUTUHAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI 

1. Instansi Pengguna menyampaikan laporan hasil penetapan kebutuhan 
Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi kepada Instansi Pembina dengan 
format dan lampiran yang memuat: 
a. nama instansi; 
b. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang 

direkomendasikan Instansi Pembina; 
c. jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang 

ditetapkan oleh menteri menyelenggarakan yang urusan 
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; 

d. bezetting Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi saat ini; 
e. lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 
f. jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang 

telah dilaksanakan; dan 
g. unit penempatan. 

H. Pelaporan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
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Keterangan: 
a) Kolom (1), diisi nomor urut; 
b) Kolom (2), diisijenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 
c) Kolom (3), diisijumlah kebutuhan Jabatan fungsional Penyelidik Bumi yang direkomendasikan oleh Instansi Pembina; 
d) Kolom (4), diisijumlah kebutuhan Jabatan fungsional Penyelidik Bumi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB; 
e) Kolom (5), diisi jumlah pegawai yang saat ini menduduki jenjang jabatan terse but ditambah dengan CPNS Formasi Tahun 

Anggaran berjalan; 
f] Kolom (6), diisi hasil pengurangan antara Bezetting Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dengan penetapan kebutuhan Jabatan 

Fungsional Penyelidik Bumi (Kolom 5 - Kolom 4), menghasilkan kelebihan (selisih +), kekurangan (selisih -), atau sesuai (O); 
g) Kolom (7), diisi dengan jumlah pengangkatan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang telah dilaksanakan; 
h) Kolom (8), diisi Unit Kerja Penempatan (setingkat unit kerja yang dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama). 

Jumlah Jumlah Kebutuhan Bezettinq Jabatan Kebutuhan yang yang Ditetapkan Lowongan Jumlah Unit No Jenjang Jabatan 
Direkomendasikan oleh Kementerian Fungsional Penyelidik Kebutuhan Pengangkatan Penempatan 
Instansi Pembina PAN dan RB Bumi Saat Ini 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5) - (4) (7) (8) 
1. Ahli Pertama 

2. Ahli Muda 

3. Ahli Madya 

4. Ahli Utama 

Jumlah 

Nama Instansi: 

Lam piran Surat 
Nomor 
Tanggal 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
·~~~RGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

HUKUM, 

BAHLIL LAHADALIA 

ttd. 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi 
agar digunakan dan dijadikan acuan bagi lnstansi Pemerintah dalam 
rangka mengembangkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam 
melaksanakan tugas di bidang Penyelidikan Bumi. 

I. Penutup 

2. Laporan basil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyelidik 
Bumi se bagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rangka 
monitoring, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Penyelidik Bumi secara nasional. 
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